BUPAT] BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGATURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

BUFATI BANYUMAS,

Menimbang ; 2@ bahwa dalam rangke meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan
Perangkat Desa telah diberlkan penghasilan tetap setiap bulan yang
besarannya minimum sama dengan UMRK dan/atau tunjangan lainnya
sesual dengan kemampuan keuangan desa sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas.

b bahwa dengan adanya perubahan UMRK Kabupsten Banyumas
sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 561.4/51/2007 tanggal 19 Nopember 2007 tentang Upah
Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008,
maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas sebagalmana
dimaxsud huruf a sudah tidak sesuai.

¢ bahwa untuk maksud tersabut diatas, periu mengatur kemball pedoman
umum pengaturan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa
dan Perangkat desa dengan Peraturan Bupati Banyumas .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dzerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 3374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang MNomor 8 Tahun 2006 tentarg Penetapan Peraturan Pemerintah
Fenggant Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjaci
Undang-Undang ( Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
4548) |

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran MNegara Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 158
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Memperhatikan

Menelapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

. Peraturan Pamerintah Nomor 45 Tahun 200/ tentang Persyaratan dan

Tata Cara Pengangxatan Sekretaris Desa Menjadi Pengawai Neger Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745 );

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Pedoman Susunan Organisasi can Tata Kerja Pemerintah  Desa
{Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri D ) ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahurn 2006 Nomor © Seri E) ;

. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2007 Nomor 34 Seri E ).

1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 Agustus
2006 Nomor 140/1841/S) perihal Pelaksanaan Kebijakan Alckasi
Dana Desza.

2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
140/2752/5) tanggal 13 November 2006 perihal Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa.

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/S) tanggal 26
Januari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelclaan Keuangan Desa

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 143/2328/PMD
tanggal 20 Nopember 2007 perihal Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa dan Penstapan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN UMUM
PENGATURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYLUMAS.
BAE I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat satempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Desa Janggolan adalah Desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian besar
berasal dari iuran masyarakat desa setempat.

3. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung cleh masyarakat
melalui pemilinan Kepala Desa.

4. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai
unsur staf, Kepala-kepala seksi sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala
Dusun sehagai unsur kewilayahan.

5. Jahatan adalah kedudukan yang menunjukxan seseorang Kepala Desa dan Perangiat
Desa dalam SUT Desa.

6. Penghasilan Tetap adalah penghasiien yang sah yang diterima Kepala Desa dan
Ferangkat Desa.

7. Tunjangan adalah tambahan penghasilan selzin penghasilan tetap yang diterima Kepala
Desa dan Perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku.

8. Upah Minimum Regional Kabupaten yang selanjutnya disebut UMRK adalah besarnya
penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap

tahun.

BAB II
PENGHASILAN
Bagian Pertama

Paragraf Pertama
Penghasilan Tetap
Pasal 2

(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Dese senilai uang dari hasil
penggarapan bengkok yang satizp tahun ditetapkan dalam APB Desa.

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal sama dengan UMRK yang setiap tahun di tetapkan oleh Gubernur,

(3) Selain Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dan

Perangkat Desa diberi penghasilan lainnya berupa tunjangan sesuai dengan
kemampuan keuangan desa.

Paragraf Kedua
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desz Yang Berasal Darl Pegawai Negeri Sipil
Fasal 3

(1) Kepala Desa yang berasal dari PNS penghasilan tetap dan tunjangan diterima darl
Instarsi Induknya.
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Perangkat Desa yang berasal darl PNS penghasilan tetap dan tunjangan diterima dari
Instansi Induknya

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas
Tunjangan Suamifistrl dan Tunjangan Anak.

Paragraf Ketiga
Besaran UMEK

Pasal 4

Penetapan besaran UMRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur :

a. Kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap sctiop bulannya sebesar
Rp. 1.200.000,00

b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar
Rp. 1.000.000,00

c. kKepala Dusun ditetapkan penghasilan tetep setiap bulennya sebesar
Rp. 750.000,00

d. Kepala seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar
Rp. 750.000,00

e. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap  setiap bulannya secbesar
Rp. 650.000,00

£, Staf atau sebutan lainnya ditetapkan perghasilan tetap setiap bulannya sebesar
Rp. 600.000,00

Sckretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Paragral Keempat
Tambahan Penghasilan Tetap
Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang
Penghasilan tetapnya kurang dari UMRK, kekurangannya dibantu dar APBD
Kabupaten.

Perhitungan kekurangan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihtung dari Besaran UMRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dikurangi penghasilan tetap senilal dari hasil pengarapan bengkok yang
bersangkutan.

Besaran tambahan kekurangan atas penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan
Perargkat Desa sebagaimana dmaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.



Paragraf Kelima

Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berasal Dari
Pegawai Negerl Sipil

Pasal 6

(1) Kepala Desz yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
vang masih aktif, tidak menerima tambahen penghasilen tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal b ayat (2) vang berasal dari bantuan keuangan Kabupaten
Baryumas.

(2) Perangkat Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
yang masih akof, tidak menerimz tambahan penghasilan tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & ayat (2) yang berasal dari bantuan keuangan Kabupaten
Banyumas

Bagian Kedua
Paragraf Pertama
Tunjangan
Pasal 7
(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diambilkan dari Alokasi

Dana Desa yang diterima desa dari Pemerintah Kabupatan.

() Tunjangan sebagaimana cimaksud pade ayat (1) terdiri atas :

(1)

(2)

(3)

(4)

a. Tunjargan istri/suami.
b. Tunjangan anak.
¢. Tunjangan jabatan.
d. Tunjangan perbaikan penghasilan.
Alinea Kedua
Paragraf Fertama
Besaran Tunjangan

Pasal 8
Rp. 25.000,- tiap bulan,

tiap bulan,

Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) ciberkan sebanyak-banyaxnya
2 orang anak.

diatur setiap bulannya
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Besaran Turjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 avat (2) huruf
a diberikan kepada seorang istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar

Tunjangan anak sebageimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan
kepada anak dari seorang Kepzla Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 10.000,-

Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf C



Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.150.000,-

Tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp. 75.000,-
Tunjangan Kepala Seksi sebesar Rp. 50.000,-

Tunjangan Kepala Dusun sebesar Rp. 50.000,-

Tunjangan Kaur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 40.000,-
Tunjangan staf / pembantu kaur sebesar Kp. 25.000,-

mpanoo

(5)  Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf
d dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desz.

(6) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan
delam rangka peningkatan kesejahteraan aparat desa berdasarkan beban kerja atau
tempat bertugas atau kondisi kerja atau prestasi kerja.

(7)  Besaran tunjangan scbagaimana dimaksud ayat (6) diatur tersendiri cleh Pemerintah
Desa dengan persetujuan BPD dan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Paragraf Kedua
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berasal Dari Pegawai Negeari Sipil.,
Pasal 9

(1 Tunjangan Suamiflstri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d tidak
diberikan kepada Kepalz Desa yang berasal dari PNS.

{2) Tunjangan Suamiflstri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a huruf b, dan huruf d tidak
diberikan kepada Perangkat Desa yang berasal dari PNS.

(3) Baai istri/suami dari seorang Kepzala Desa yang berstztus sebagai PNS, maka Kepala
Desa tersebut tidak menerima Tunjangan SuamifIstri, Tunjangan Anak  dan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2)
huruf a, huruf b, dan hurof d.

(4) Bagi istri/suami dari seorang Perangkat Desa yang bersiatus sebagai PNS, maka
Perangkat Desa tersebut tidak menerima Tunjangan Suami/lstri, Tunjangan Anak
dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2)
huruf a huruf b, dan huruf d.

BARB I11
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 10

Sekretaris Desa yang ada sekarang tetap menjalankan tugas sampai dengan adanya
pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sekretaris Desa.
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BAB TV
KETENTUAN PENLUTUP

Pasal 11
Pada saal berlekunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala
Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2007 Nomor 10 Seri E ), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12
Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
Inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetzpkan di  Purwokerto

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 April 2008
Plt., SEEREILARIS DAERAH KA3, BANTUM/S
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Pembing Utzma Muda
NIP. 010 183 B39
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